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Bahwa dalam rangka turut mewujudkan masyarakat adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 perlu mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional yang 
berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan 

bernegara. 

Selanjutnya untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan 
mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan 

penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil 
dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar 
negeri. 

Berkenaan dengan hal tersebut, penanaman modal menjadi bagian dari 
penyelenggaraan perekonomian nasional termasuk daerah dan ditempatkan sebagai 

upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, 
meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan 
kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, 

serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian 
yang berdaya saing. 

Adapun upaya untuk menciptakan serta menjamin iklim usaha yang 
kondusif dan menumbuhkembangkan penanaman modal dalam berbagai bidang 
khususnya di daerah, adalah sesuai dengan kewenangan Pemerintah daerah 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Lampiran huruf R Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 

Selain itu, untuk mendorong peran serta Masyarakat dan sektor swasta 
dalam pembangunan daerah, Pemerintah daerah dapat memberikan insentif 
dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Penanam modal. Hal ini 

selaras dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 
tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman modal di Daerah. Oleh 

karena itu, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan penanaman modal dengan 
membentuk Peraturan Daerah. 

Secara umum Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal ini memuat 

materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: peningkatan 
ekosistem penanaman modal dan kegiatan berusaha, kebijakan dasar, bidang 
usaha, badan usaha, pelayanan, pengembangan dan iklim penanaman modal, 

pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal promosi, data, sistem 
informasi, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penanaman 

modal. 

 


